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SALINAN

BUPATI PRINGSEWU

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PRINGSEWU

NOMOR 18 TAHUN 2020
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA

PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

bahwa belanja daerah selain urusan pemerintahan
wajib yang terkait pelayanan dasar berpedoman
pada analisis standar belanja yang digunakan untuk
penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja; '

bahwa dalam rangka pelaksanaan analisis standar
belanja, perlu dipertimbangkan kewajaran beban
kerja dan biaya untuk melaksanakan suatu kegiatan
vang dilakukan secara bertahap da.n disesuaikan
dengan kebutuhan;

bahwa Analisis Standar Belanja Pemerintah
Kabupaten Pringsewu telah distur dalam Peraturan ~
Bupati Pringsewu Nomor 63 Tahun 2018 dan telah
efektif dilaksanakan,

bahwa dengan adanya perubahan pada Indek
Kinerja Organisasi dipandang perlu menetapkan
Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten
Pringsewu yang bary;

.- bahwa berdasarkan pertimhangan -scba.gaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢ dan
huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Analisis Standar Eelanja Pemerintah
Kabupaten Prmgsewu :

Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Pentyelenggara Negara Yang Beraih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Regubllk Indoncma

Nomeor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Eeuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 XNomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); | .
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Perneriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi
Lampung (lLembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4932);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

- Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomeor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587}
sebagaimana telah diubah  beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tzhun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679};

Peraturan Pemerintah Nnm.nr 93 Tahun 2005

- tentangDana  Perimbangan [(Lembaran Negara

10.

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistemn Informasi  Keuangan . Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4376} sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun
2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5155);
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11.

12,

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran

" Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,

13.

14.

15,

16.

17,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008
tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor I, .
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia .
Nomor 4864);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tazhun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tshun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 .
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah {(Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, -

18.

19.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimane telah diubah beberapakali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negert Nomor 8Q Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomaor 157); __ Ke



Menetapkan

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran
Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor
16);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR -
BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU.,

BABI
~ KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut
Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang
memegang  kekuasaan  Pemerintahan  Negara
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945,

2. Kabupaten adalah Kabupaten Pringsewu. -

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah.

4. Bupati adalah Bupati Pringsewu.

9. Wilayah adalah Wilayah Pemerintah Kabupaten
Pringsewu,

6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu.

7. Anggaran Berbasis Kinerja adalah  proses
penyusunan anggaran dengan memperhatikan
keterkaitan antara keluaran dan hasil,
mengutamakan upaya pencapaian hasil kera dan
dampak atas alokasi belanja yang ditetapkan
berdasarkan sasaran yang hendak dicapai dalam
satu tahun anggaran.

8. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat
ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja
dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan
suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi
Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten
Pringsewu. 3¢



9. Prioritas Flafon Anggaran Sementara yang
- selanjutnya disingkat PPAS merupakan program
prioritas dan patokan batas maksimal anggaran
 yang diberikan kepada Organisasi Perangkat Daerah
untuk setiap program sebagai acuan dalam
penyusunan RKA-SKPD.

10. Program adalah bentuk instrumen penjabaran
kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau
lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi
Perangkat Daerah dengan menggunakan sumber
daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang
terukur sesuai dengan sasaran dan  tujuan
‘pembangunan daerah.

11. Kegiatan adalah bagian Program yang dilaksanakan
~ oleh satu atau lebih umit kerja pada Perangkat
Daerah sebagai bagian dar pencapaian sasaran
- terukur pada suatu program dan terdiri dari
sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik
yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang
modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau
kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber
daya tersebut sebagai masukan (inpuf untuk
menghasilkan  keluaran [outpuf) dalam bentuk
barang/jasa.

12. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari
suatu program atau kekiaran yang diharapkan dari
suatu kegiatan.

13. Keluaran (oufpuf} adalah barang atau jasa yang
dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk
mendukung pencapaian sasaran dan tujuan
program dan kebijakan, ’

14.Hasil {outcome] adalah segala sesuatn yang
mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-
kegiatan dalam suatu program,

15. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya
disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan
dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan
dan rencana helanja program dan kegiatan OPD
sebagal dasar penyusunan APBD.

16. Ekualisasi kegiatan/penyetaraan kegiatan adalah
daftar pengelompokan kegiatan yang mempunyai ciri
dary jenis yang sama atau hampir sama dalam
rangka penyusunan rencana belanja.

17. Pengendali belanja (cost drivery merupakan faktor-
faktor yang memicu biaya/belanja dari suatu
kegiatan yang dilaksanakan. Pengendali belanja
berbeda antara satu ASB dengan ASB lainnya
tergantung pada jenis kegiatan yang dilaksanakan.
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18. Belanja tetap adalah satuan pengendali belanja yang
merupakan belanja yang nilainys tetap untuk
melaksanakan satu kegiatan yang tidak dipengaruhi
oleh perubahan volume danjfatau target kinerja
suatu kegiatan.

19. Belanja variabel adalah satuan pengendali belanja
yang merupakan belanja yang besarnva berubah
dengan sesuai perubahan volume atau target kinerja
suatu kegiatan.

20.Rumusan ASB adalah rumus yang dipergunakan
dalam perhitungan besaran belanja total suatu
kgiatan, merupakan penjumlahan antara belanja
fixed cost dan variabel cost. -

21. Nilai minimal adalah nilai dengan batasan terendah
dari objek belanja yang diperkenankan oleh setiap
Analisis Standar Belanja,

22. Nilai ideal adalah nilai yang disarankan oleh setiap
objek belanja yang terdapat dalam Analisis Standar
Belanja.

23. Nilai maksimal adalah nilai dengan batasan tertinggi
dari objek belanja yang terdapat dalam Analisis
Standar Belanja.

24.Nilai Opsional adalah nilai yang bersifat
pilihan/bukan keharusan yang dianggarkan sesuai
kebutuhan dan atas seizin TAPD.

25.Satuan Harga Barang dan Jasa adalah pedoman
pembakuan barang dan  jasa  menurut
jenis,spefikasidan kualitas serta harga tertinggi
dalam petiode tertentu, yang dipergunakan sebagal
acuan perencanaan dan pelaksanaan anggaran
dalam tahun anggaran tertentu.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT ASB

Pasal 2

Analisis Standar Belanja dimaksudkan sebagai alat
ukur belanja kegiatan dan penyetaraan nama kegiatan
yang berlaku sama untuk seluruh OPD di hingkungan
Pemmerintah Kabupaten Pringsewu.

Pasal 3

Penetapan Analisis Standar Belanja bertujuan:

a. untuk menentukan standar dalam Penilaian
Kewajaran Belanja atas Anggaran yang diajukan
OPD dalam melaksanakan sebuah kegiatan;

¢
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b.

memberikan pedoman dalam penyusunan KUA
PPAS; :

meningkatkan efisiensi biava dan efektifitas
pelaksanaan kegiatan; dan

pengendalian anggaran dalam rangka menjamin
bahwa anggaran yang = ditetapkan merupakan
angparan yang efisien dan ekonomis.

Pasal 4

Manfaat Analisis Standar Belanja adalah:

a..

sebagal standar oleh TAPD untuk mengevaluasi
kewajaran biaya dan menentukan tingkat efisiensi
dan ekonomis dari setiap RKA-SKPD yang diusulkan
setiap OPD.

sebagai standar penyusunan plafon anggaran tiap-
tinp OPD, fungsi perencanaan Pemerintah Daerah
dapat menggunakan ASB sebagai salah satu cara
untuk memperkirakan jumlah rupigh plafon untuk
tiap kegiatan yang tercantum pada Dokumen RKPD,
KUA PPAS; dan

sebagai standar oleh fungsi penyusunan anggaran
{(RKA-SKPD) tiap-tiap perangkat daerah, Dokumen
ASB berguna bagi pedoman dalam menyusun
anggaran sehingga OPD mempunyai kepastian dan

aturan berkaitan dengan jenis belanja dan jumlah.

(1)

{2)

(3}

BAB II
MUATAN ASB

Pasgal 5

Muatan ASB terdiri dari definisi, rumusan ASB dan
alokasi obyek belanja. :

Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan pengertian, penjelasan dan batasan dari
kelompok kegiatan yang mempunyai karakteristik
yANng sama.

Pemberian nama kegiatan yang dianggarkan dalam
RKA-SKPD harus sesuai dengan batasan jenis ASB,

Pasal &6

Kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan ASB
meliputi:

a.
b.

bimbingan teknis dengan sewa gedung;
bimbingan teknis dengan tidak sewa gedung;

L
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(1}

2)

(3)

(1)

2)

sosialisasi dengan sewa gedung;

sosialisasi dengan tidak sewa gedung; dan
penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kineria OPD.

Pasal 7

Rumusan ASB sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1} merupakan metode yang digunakan
untuk menghitung total belanja dari kegiatan yang
termasuk dalam  kelompok — kegiatan  yang
mempunyai karakteristile yang sama.

Jumlah total belanja yang dianggarkan untuk
kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam satu
kelompok yang mempunyai karakteristik yang sama
tidak boleh melebihi dari total belanja yang
dihasilkan dari Rumusan ASB.

Penggunaan Rumusan ASB sébagairnana dimaksud
pada ayat {1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
-

Pasal 8

Pergamasan penghitungan total belanja kegiatan
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b
merupakan metode yang digunakan untuk
menghitung total belania dari kegiatan-kegiatan
yang termasuk dalam kelompok/grup kegiatan yang
mempunyai karakteristik yang sama, | '

Jumlah total belanja yang dianggarkan - untuk
kegiatan yang termasuk dalam satu kelompokfgrup
yang mempunysai karakteristik yang sama tidak
boleh melebihi dari total belanja yang sudah ada.

| BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat diundangkannya Peraturan Bupati ini, maka
Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 63 Tahun 2018
" tentang Analisis Standar Belanja Pemerinteh Kabupaten
Pringsew, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

-
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(1)

)

sosialisasi dengan sewa gedung;

sosialisasi dengan tidak sewa gedung; dan
penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja OPD,

Pasal 7

Rumusan ASB sechegaimana dimeaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) merupakan metode yang digunakan
untuk menghitung total belanja dan kegiatan yang

‘termasuk dalam  kelompok kcglatan yang

mempunyai karakteristik yang sama.

Jumlah total belanja yang dianggarkan wuntuk
kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam satu
kelompok yang mempunyai karakteristik yang sama
tidak boleh melebihi dari total belanja yang

: dxhasﬂkan dan Rumusan ASB.

(3)

w

Penggunaan Rumusan ASB sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

ini.
Pasal 8

Persamaan penghitungan tofa.l belanja kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b

merupakan metode yang digunakan untuk
menghitung total belanja dari kegiatan-kegiatan

. yang termasuk dalam kelompok/grup kegiatan yang

)

mempunyai karakteristik yang sama,

Jumlah total belanja yang dianggarkan untuk
kegiatan yang termasuk dalam satu kelompok/grup
yang mempunyai karakteristik yang sarna tidak
boleh melebihi dari total belanja yang sudah ada.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

. Pada saat diundangkannya Peraturan Bupati ini, maka
Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 63 Tahun 2018

" tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten

Pringsewu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. -

-
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Pasal 10 )

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan
pengundangan  Peraturan Bupati ini  dengan
penempatannya dalam Berita  Daerah Kabupatcn

Pnngsawu
Ditetapkan di Pringsewua -
pada tanggal 16 april 2020
BUPATI PRINGSEWU,
dto
SUJADI
Diundangkan di Pringsewu

pada tanggel 4¢ Apes1 2500
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

*

“A. BUDIMAN FM
M

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2020 NOMOR g5

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewn

.._;;é:'ﬁ'ff =?%dﬁf-h‘\ i
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LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR =13
TAHUN : 2820

ASBOO1 Peanyediana Jusa Surat-menyurat

Defnist:
ASB ini adalah ASB untuk mengenalisis kebutuhan belanja untuk melaksamakan

seluruh kegiatan surat menyurat dimulai dari menyusun rencangan surat sampaj
dengan, tersampainya surat yang dimaksud dan membalas surat yang diterima serta
mendolumentasikannya atsa mengarsipkannya jika diperlukan.

Seiring denpan perkembangan jaman, surat-menyurat dapat dilakukan secara
manual ataupun elektronik, yang dimaksud manual adalah surat-menyurat dalam
pembuatan surat /balasan surat berbentuk fisik dari bentuk kertas, pengiriman surat
yang dilaknkan dengan mobilitas orang dan barang, dan pengarsipannya yang
dilaknkan dengan mengpunsicm kerja, alat fisik, dan pengamanan fisik

Sejauh ini batasan ASB di sini masih mmgglmakan definisi jasa surat-menyurat
dalam bentuk manual, Dengan demikian kegiatan ini memiliki sifat kegiatan manual,

dan karakter kegiatannya sebagaimana dicantumkan dalam driver dan alokasi belanja
juga mencerminkan kegiatan manual

Rumus Belanja : Penyesuai Tarif z {Tarif Dasar x indeks Kinerja Organisaai)

= Peniyesuai Taril X (Rp. 240.000 x Indeks Kinerja Organisasi)
Besaran indeks kinetja organisasi adalah indeks relatif sesuad beban ketja onganisasi
yang bersangkutam. Indcks kinerja spesifik organisasi dijabarkan dalam ketentuan

yang menyertad ketentuan ini atau ketentuan benkutnya yang menegaskan
perubahan atas batasan indeks kinerja setiap organisasi.

Ketentuan Distribusi Pengalokasian Belanja
Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut:

Batas Batas
Kategori Belanja Bewah mm‘“ta Atas
{%) (%)
Belanja Jasa Kantor 0,00% 67,00% | 100,00%
Belanja Bahan Pakai Habis 0,00% | 33.00% | 100,00%

ASB0OZ Penyedizan Jasa Eomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Delinisi:

ASB ini edalah ASB untuk menganalisia kebutuhan belanja untuk mencukupi dan
memfasilitasi kebutuhan kemunikaesi, sumber daya air dan sumber daya listrik yang
diperiukan olch arpanisasi untuk melakzanakan operasi organisas dan pelayanman
kepada masyarakmt, Teodapat tiga komponen wtama yang dicakop dalam kegiatan
yang dinaungi ASR ini yaitn: komuniknsi, samber daya air, dan Lstrik. Kommanikasi
diperlukan untuk menjalin hubungan dan menyahurkan informasi. Sumber daya air
diperlukan untuk mendukung kelancaran kegiatan organisasi, menjaga kebersihan
dan mencukupi kebntuhem minum secara umum. Kebutuhan mipum secara khusus
yang meclibatkan pembelian minem langsmg tidak tercakup dalam sumber daya air
ini. Listrik diperiukam untuk penerangan ntama dan pengoperasian alat utama yamg
digunakan dalam organisasi.

}:"



Beberapa hal berkaitan dengan kegiatan ini dilarang atau tidak diperkenankan.
Termasuk yang dilarang/ftidak diperkenanian adalah: penggunasn jasa kopmnikasi
pengalokasian mmhcrdayaairmtuknmduhmgbcrbagaialdivibaudihmrﬁmgm
utama organisasi, penggunaan listrik untuk penerangan dengan keperluan lain, atau
penggunaan liatrik untuk pengoperasian alat lain di luar kebutuhan organisasi,
Perhitengzm belanja dilaknkan dengan menghiting kebutnhan masing-masing ketiga
komponen di atas menggunakan dasar beban kerja yang sesuai Sctclah diperoieh,
maka hasil ketiganya dijurnlahkan untuk mendapatkan kescluruhan belanja yang
diperlukan. Dalam hal pertimbangan belanja sumber daya air lehih tinggi daripada
belanja sumber daya air yung diupayakan dengan sumber daya histrik, diperkemankan
mengpeser alokasi belanja tersebut kepada betanja sumber daya Estrik.

Rumus Belanja ; Penyesuai Tarif x {Tarif Dasar x indeks Kinerja Organisasi)

= Penryesum Tarif x (Rp. 4.800.000 x ndcks Kinerja Organisasi)
vang bersangkutan. Indeks spesifik organisast dijabarkan dalam ketentuan yang
inenyertai ketentuan ini atau ketentuan berikutnya yang menegaskan perubahan atas
indeks kinsti - .
Ketent Distribusi P lokasian Belami
Belanja selurubnya didistribusikan dalam kategori Belanja Jasa Kantor.

ASBE0O3 Peayedizan Jasa Peralatan dan Perleagimpan Kantor

Definisi; _
ASB ini adalah ASB uniuk menganalisis kebutuhan belanja uniuk mencukupi
kesiapgunaan peralatan dan pexlengkapan kantor untuk menunjang kegialan

organisasi. Cuiup banyak cakupan untuk peralatan dan perkmgkapan kantfor yang
digunakan tintuk mendukung kebutuhan operasi kantor dalam melaksanakan tugas

dan fungsinya yang utama schingga jasa peralatan kanter juga cukup beragam untuk
dikaitkan dengan peralatan kantor yang beragam tersebut.
Rumms Belanja ; Penyesuai Tarif x (Tarif Dasar x mdeks Kinerja Organisasi)

= Penyesuai Tarif x {(Rp. 1.500.000 x Indeks Kinerja Organiaasi)
B indeks kineri isasi adalah indel Lestil i beban kerja .
yang bersangkutan. Indeks kinerja spesifik organisasi dijaberiken dalam ketentuan
yang menyertai ketentuan ini atau ketentuan berikutnya yang menegaskan
perubahan atas indeks kinerja setiap organisasi.
Ketentuan Distrbusi Pengalokasian Belanja
Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai benikut:

Batas Batas
Kategori Belanja Bawah R“t;:;ﬂm Atas
™) (*o)
Belanja Makanan dan Minuman 0,00% 8.43% | 16,15%
Belanja Jaa: Kantor, Berbagai Sewna dan 83,85% 91,57% 100,00%




ASBOO4 Peayediann Jasa Jaminan Pemelibaraan Keschatan PNS

Defimisi:

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja melakukan penyediaan

jasa jaminan pewmeliharaan kesehatan PNS.

Rumus Belanja : Tarif x Nilai Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS Bersih
yang ditentukan fditagihkan)

= 100% x Nilai Jasa Jaminan Pemeliharaan Keschatan PNS Bersih

yang ditentukan fditagihkan

Ketentuan Distribusi Pengalokasian Belanja

Seluruh belanja didistribitsikan dalam belanja jasa kantor,

ASBOOS Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
Definisi:
ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja melakukan penyediaan
;asa jami | g milik d :
Rumus Belanja : TmfoﬂmeJannnanBamngMiththermhyang
. ditentukan / ditagihkan)
= 100% x Nilai Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Bersih yang
ditentulkan fditagihkan
Seluruh belanja didistribusikan dalam belanja premi asuransi,
ASB0OO6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perixinan Eendaraan Dinasf
Operasional
i -‘ .
ASB ini adalah ASB untuk menganalizis kebutuhan belanja melakukan penyediaan
jasa pemelihaman dan perizinan kendaraan dinas/operasional milik daerah.
Rumus Belanja : Tarif x Nilai Jasa Jaminan Kendaraan Dinas/Operasional Milik
Daerah Bersih yang ditentukan /ditagibkan)
= }00% x Nilai Jasa Jaminan Kendaraan DinasfOperasional Milik
Daerah Bersih yang Ditemtukan fditagihkan
Ketentuan Distribusi Pengalokasian Belanpa
Seluruh belanja didistribusikan dalam belanja perawatan dan perizinan kendaraan
dinasoperasional,

ASBOOT Ponyediaan Jasa Administiusi Kenangan

Defnisi:

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja notnk melalocomakan
administrasi kenangan dari perencanaan, pelaksanaan, pengelolasn, sampai dengan

pe#anggun.awahan. | N e



Rumus Belanja ;: Penyesuai Tarif x {Tarif Dasar x indeks Kinerja Organisasi)
= Penyesuai Tarif x (Rp. 52.275.000 x Indek= Kinerja Organisasi)

Indeka maksimal kinerja spesifik organisasi dijabarkan dalam ketentuan yang
menyertai ketentuan ini atau ketentuan berikutnya yang menegaskan perubahan atas

indcks kinerja setiap organisasi.
Ketentuan Distribusi Pengalokasian Belanja

Helanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut:

 Kategori Belanja éﬁii R‘“%;’m T;:
%) {*a)
Honorarium PNS, Non PNS dan Lembur 97.10% 98.54% | 100,00%
Belanja Jasa Kanlor 0,000¢% 0,16% 0,33%
Belanja Bahan Pakai Habis 0,00% 0,34% 0,68%
Belanja Cetak /Pengpandaan f Dokumentasi 0,01% 0,96% 1.90%

ASBOOS Penyediaan Jasa Keberalhan Eantor

Definisi:

ASB ini adalah ASB untuk menganalisi= kebutuhan belanja untuk melaksanakan
kebersihan kantor. Kantor sebagaimana dimaksud dalam definisi ini adalah kantor
yang berarti tempat bekerja para pegawai organigasi tersebut, Berbagai gedung atau
asct dacrah lainnya yang menjadi kewenangan suatn arganisasi bukan bagian dan
Untuk organisasi yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat ataua
asetnya mencakup definist yang lebih huas dari pada yang ditegaskan diatas, cakupan
atau aset yang membutuhkan/memperoleh manfaat dari jasa kebersiham terscbut.
Belanja yang diperlukan dapat ditambahkan delam belanja kegiatan ini atau
dituangkan dalam kegiatan tersendiri.

Rumus Belanja : Penyesuad Tard £ (Tarif Dasar X indeks Kinerja Organisasi)
= Penyesuai Tarif x Rp. {1.325.000 x Indeks Kinerja Organisasi)

Indeks kinerja spesifik organisasi dijabarkan dalam ketentuan yang menyertai
kelentuan ind atay ketentuan berikutoya yang menegaskan perubahan aiss indeks
Ketentuan Distribusgi Pengalokasian Belanja

Belanja didistribnaikan dengan ketentuan sebagai berikut:

BEatas Batan
Kategori Bekmja Bawah Rﬂ’;ﬁ’;"‘ Atas
(%) ‘ (%)
Belanja Bahan Pakai Habis 96,59% | 98.28% | 100,00%
Belanja Jasa Kantor 0,00% 172% | 341%




ASBOO9 Penyediaan Jasa Perhaikan Peralatan Kerja

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja khusus untuk
melaksanakan perbaiksn peralatan yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan
atau menopang aktivitas utama pelayanan masyarakat.

Rumus Belanja : Penyesuai Taril x (Tarif Dasar x indcks Kinerja Organisasi)
» Penyesuai Tarif x Rp. (4.500.000 x Indeks Kinerja Organisasi)

Ketentuan Distribusi Pengalokasian Belanja

Be1m1j=.1 didistribusikan dengan ketentuan sebagai beriki:

Batas Batas
Kategori Belanja Bawah R”‘E;]““ Atas
(%) %)
Belama .Jasa Kantor 92 41% 96,13% | 100,00%
Belanja Pemeliharaan 0,00% 6,30% 12,20%

ASEO10 Peayediaxs Alat Tulis kuator

Definisi:

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja untuk mencukupi-
ketersediaan alat tulis kantor yeng diperflukan unink melaksanakan fungsi daser
organisasgi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk memprodukai output fisik yang komponen dasarnya adalah alat tulis kantor
maka diperkenankan mengalokasikan belanja alat tulis kantor. Mekanisme ini harus
ditumnpgkan dalam kegiatan tersendiri berkarakter produksi output fisik yang
dimaksud. Jika tidak diluangkan dalam kepintan tersendiri, maka kebutuhan
tersebut dapat dihitang tersendiri dan ditambahkan dalam nilaj kegiatan ini.

Rumms Belanja : Penyesuai Taril x (Tarif Dasar x indeks Kinerja Organisasi)

= Penyesuzi Tarif x (Rp. 6.310.000 x Indeks Kinerja Orpanisasi)
Besaran indeks kinerja organisasi adalah indeks relatif sesuai beban kerja organisasi
yang bersangkutan. Indeks spesific organisasi dijabarkan dalam ketentuan yang

menyertal ketentuan ini atan ketentuan berikuinya yang menegaskan perubahan atas
indelx kinerja sctiap organisasi,

Ketentuan Distribusi Pengalokasian Belanja
Semua belanja didistribusikan dalam Belanja Bahan Pakai Hahia.
ASB0O11 Penyediaan Burung Cetakan dan Penggaundaan

I m‘m‘-

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja uotuk mencukupi
ketersediaan barang/bahan cetakan dan penggandasn yang diperlukan wantuk
melaksanakan fungsi dasar organisasi dan memberikan pelayanan kecpada
masyarakat. Cakupan utama asebenarnya adalah organisasi sendiri. Perluasan

Af



cakupan dilakuksn dengan mendefinisikan pihak yang membutuhkan/memperoleh
manfaat dari pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan tersebut. Belanja yumg
diperlukan dapat ditambahkan dalam belanja kegiatan ini atan diluangksm dalam
" firi
Rumus Belanja : Penyesuai Tarif x {Tarif Dasar X indeks kinerja Organisasi)

= Penyesuai Taril x (Rp. 4.000.000 x Indeks kinerja Organisasi)

Indeks kinerja =spesifik organisasi dijabarkan dalam Kketentuan yang menyertai
ketentuan ini aten ketentuan berikutnya yang menegaskan perubahan atas indeks
kineri . A

Ketentnen: Distribusi Pengalokasian Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut:

Batas Batas
Kategori Belanja Bawah Ra‘;;‘]‘“ Atas
(%) (%)
Belanja Bahan Pakai Habis 082% | 9,03% | 17,25%
Belanja Cetak Penggandasm/
Dolumentasi 82,75% S0.97% | 99.183%

ASEO12 Penyedizan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangum Kantor
Defirtisi:

ASB ini edalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja untuk mencukupi dan
memfanilitasi ketersediaan komponen instalasj listrik untuk penerangan bangunan
kantor. Sesuai dengan namanya, komponen atau instalasi yang diniatkan untuk

Terdapat duz unsur di dalam kalimat diatas yang perfu ditandai yaitu: komponen
listrik penerangan bangunan kantor, dan instalasi listrik pencrangan bangunan
kantor. Komponen dimaksudkan sebagai barang yang suatu saat bila rusalke bisa
diganti. Instalasi dimaksudkan sebagai perslatan yang bila suatu saat rusak akan
diperbaiki kecuali ditojukan untuk diganti seluruhnya. Pengpantian  sebagian
dikategorikan sebagai perbaiksnfperawatan sedangkan penggantian seluruhnya
dikategotikan sebagai penyediaan. Yang dicakup dalam ASB ini adalah kebutuhan
atas komponen instalasi. Dengan demikian, instalasinya sendiri tidak dimasukkan
dalam katepori ASB ini. ASB yang lebih tepat untuk inslalasi adalah ASB berkaitan
dengan pengadaan atau perawatan mengingat bahwa instalasi jika diadakan akan
dikonversi menjadi aset tetap sedangkan pengeluaran uniuk perawatan dirnasukkan
dalam belanja operasional atan sejenianya. Berbeda dengan defisini ASB sebelumnya
tentang penyediaan jasa listrik, maka yang dicakup i sisi adalah berkaitan dengan
komponennya dan cadangan untuk penggantian alas kerusakannya.

Rumus Belanja ; Penyesuai Tarif x (Tarif Dasar x indeks Kinetja Organisasi)
= Penyesuai Tarif x (Rp. 1.469.000 x Indeks Kinerja Organisasi)

Indeks kinerja spesifik organisasi dijabarkan dalam ketentusn yang menycrtsi
ketentuan ini atau ketentnan berikutnya yang menegaskan perubahan atas indeks
kinetja setiap organisasi.

r
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Ketentuan Distribual Pengalokasian Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut

Batas Batas
Kategori Belanja Bawah R,at?j;;ata Atas
() )
Betanja Bahan Palui Halns 96 85% 93 41% 100,00%
Belanja Pemeliharaan 0,00% 1,59% 3,15%

ASB0O13 Penyediaan Peralatan dan Perlenghapan Kantor

Definisi:

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja untuk mencukupi
ketersediaan  peralatan dan  petlengkapan kanlor untuk menunjang kegiatan
organisasi. Cukup banyak cakupan untuk peralatan den perlengkapan kantor yang
digunakan untik mendulung kebutuhan operasi kantor dalam melaksanakan tugas
dan fungsinya yang wtama_

Rumus Belanja : Penyesuai Tarif x (Tarif Dasar x indeks Organisasi)

' = Penyesuai Tarif X (Rp. 5.000.000 x Indeks Organisasi)

kinerja setiap organisasi.
Ketentuan Distribuei Pengalokasian Belanja
Belanja didistribusikan dengam ketentuan sebaga beriloat:

Batas Batas
Kategori Belanja Bawah Raﬁ?‘“ Atas
(%} (26}

Belanja Bahan/Material dan Bahan
Peloai Habis 0,00% | 2355% { 100,00%
Belanja Cetak{ Penggamudaan f
Dokumentasi dan Sewa Perlengkapan 0,00% 36,45% | 100,00%
dan Peralatan Kantor
Belanja Modal Peralatan Kantor 0,00% 40,00% | 100,00%

ASRO14 Peayedizss Peralatan Rumah Taagrs
Definisi:

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutubhan belanja uniuk mencukupi
keicracdiasn peralatm rumah tangga untik menunjang kegiatan organisasi. Cokup
banyak cakupan untuk perslatan rumah tangga Peralatan rumah tangga yang
dimaksud bisa berupa gelas, piring, atau lainnya scbagai bagian kebutuhan dapur,
atau ember, tangga, selang air sebagai bagian dari kebutuhan rumah tangga.

Rumus Belanja ; Penyesuai Tarif x (Tarif Dasar x indeks Kinerja Organisasi) -
= Penyesuai Tarif x (Rp. 71.960.000 x Indeks Kinerja Organisasi)



Indeks kinerja spesifik organisasi dijabarkan dalam ketentuan yang menyertai
ketentuan ini stan ketentuan berikutnya yang menegasiom perubahan atas indcks
kinerja setiap organisasi.

Ketentuan Distribusi Pengalokasian Belanja

Semua belanja didistribusikan dalam Belanja Bahan/Material.

ASE01S Peayedizan Enhas Bacuan dan Perziunran Perundanpg-wudangan
Definisi;

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebotuhan belanja untuk menyediakan
bahan bacaan utama yang mendukung kelancaran informazi dalam organisasi dan
menyedigkan sarana rujukanfinformasi peraturan perundang-undangan yang
diperlukan oleh suafu organisasi. Bacaan yang gifatnya hiburan tidak termasulk di

dalam cakupan oi. Pengadaan bacaan dam peratwran perundangundangan yang

Untuk organisasi yang bertugas memberikan pengetahuan kepada masyarakat,
cakupan di atas bisa diperluas, Perluasan cakupan dilakukan dengan mendefinisikan
pihak yang mcmbutubkan/memperoleh manfaat dari pengadaan bacaan tersebut.
Belanja yang diperlukan dapat ditambahkan dalam belanja kegiatan ini atan
dituangkan dalam kegiatan tersendinl.
Rumus Belanja : Penyesuai Tarif x (Tarif Dasar x indeks Kinerja Organisasi)

= Penyesuai Tarif x (Rp. 4.500.000 x Indeks Kinerja Organisasi)

Indeks kimenja spesifik organisasi dijabarkan dalam ketentuan yang menyertai
ketentuan ini atau ketentuan berikutnya yang menegaskan perubahan atas indeks

kinerja setiap organisasi.
Ketentuan Distribusi Pengalokasian Belanja
Belanja didiatribusikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Baias Batas
Katcgori Belanja Bawah R“‘E']W‘ Atas
(%) (%)
Belanja Cetak /Penggandaan f
Dokumentasi dan Jasa kantor 99,78% 99,89% | 100,00%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya -
Pengadaan Buku 0,00% 0,11% 0,22%

ASEO016 Peayediaam Bahan Loglstik Eantor
Definini;

ASB inj adalah ASB untuk menganalisis kebutuhen belanja untuk ketergediaan
logistik karena haros mclayanl pegawai yang cukup banyak. Penppunanya biasanya
adalah organisasi dengan karakter kimsus yang membutahlcm keteracdiaan logistik
selain yang telah terakomaodasi dalam belanja makanan dan minumen.

. Rumus Belanja : Penyesuai Tarif x (Tarif Dasar x indeks Kinerja Organiaasi)
= Penyesuai Tarf x (RKp. §10.000 x Indcks Kinerja Organisasi}



Indeks kinerja spesifik organisasi dijabarkan dalam ketentuan yang menyertai
ketenivan ind atau ketentnan berikutnya yang menegaskan perubahan atas indeks

Ketentuan Distribusgi Pengalokasian Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketexiuan sebagai berikut

Batas Rat Batas
Kategori Belanja Bawah (5%} Atas
e) (%a)
Belanja Bahan E akai Habis dan Bahan/ | 43200, | 96,84% | 100,00%
Belanja Jasa Kantor 0,00% 3,16% £,22%

ASBO1T Peayediann Makanaw dan Minuman
I JEﬁnisi-

ASE ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan beianja untuk menonkupm
kebawhan makanan dan minuman yang dilnrtuhlom sebagai penunjang kelancaran
operasi organisasi, Makanan dan minuman yang dicakup di sini adalah makanan
dan minuman yang diperfukan untuk mendukung kegiatan operasional yang berlaku
di kantor tersebut. Belanja kegialan ini juga mencalmp kebutuhan uniuk rapat

reguler yang terjadi dalam kantor orgamisasi yang bersanghkutan.

Atas organisasi yang memiliki kepentingan untuk memberikan perlakuan khusus
untuk tamu dan rapat khusus yang melibatkan pihak-pihak yang tidak dapat
dijangkau dengan kegiatan ini, maka kebutuhan makanan dan minuman dapat
diperhitlungkan tersendiri dengan memcantumkan frekuenai, pihak kbhusus yang
terlibat, jenis rapat yang disclknggaralemn dan durasi yang dibutuhkan. Belanja yang
dibutuhkan dapat ditambahkan dengan belanja yang diperhitungkan dari ASB ini.

Ramus Belamja : Penyesuai Tarif x (Tarif Dasar x indeks Kinerja Organisasi)
= Penyesuai Tarif x (Rp. 1.800.000 x Indcks Kmerja Organisasi)

Indeks kinerja apesifik organisasi dijabarkan dalam ketentuan yang menyeriai
ketentuan ini atau ketentuan berikntnya yang menegaskan perubahan atas indeks
kinexi . A

Ketentuan Distribusi Pengalokasian Belanja

Semua Belanja didistribusikan dalam Belanja Makanan dan Minuman.

ASRO1S8 Rapat-rapat Eoordingsd dan Konsultasi ke Luar Dasrah

Definisi:

ASB ini adalah ASE untuk menpganalisis kebutuhan belmja untuk melaksanakan
rapat-rapat koordinaal dsn konsuliansi ke luar dacrah. Terdapat dua unsur dalam
ASB ini yaitu repat korrdinasi dan konsultansi. Rapat koordinasi berkaitan kumpulan
orang, dengan pihak-pihak yang memiliki kaitan langsung dengan tujuan tertentu
yang ingin dicapai. Konsultansi berkaitan dengan pihak yang dipandang lebih
mengetahui ientang suatu aturan, kebifjakan atau vis straicgis tertenty.

Rumus Belanja : Penyesuai Tarif x {Tarif Dasar x indeks Kinetja Organisasi)
' = Penyesuai Tarif x (Rp. 16.800.000 x Indeks Kinerja Organisasi)

'
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Indeks kinerja spesifik organisasi dijabarkan dalam ketentuan yang menyertai
Kineri S

Ketentuan Distribusi Pengalokasian Belanja

Semua Belanja didistribusikan dalam Belanja Perjalanan Dinas.

ASBO19 Peryusunum Laporan Capainu Kinerja dan Ikhtisar Realisas Kinetja OFD
I 'Eﬁm.si-!

ASB ini adalah ASB untuk mengsnalisis kebutuhan belanja dalam menghadickan
laporan capaian kinerja atau sejenizmya dan ihtisar realisasi kinetja dari suatu
organisasi yang menjalankan tuges utama dan merupakan organisasi induk dalam
pemerintah daerah. Kepiatan inl mengakomodasi berbagai laporan kinerja yang
dipersyaratkan untuk dilaporkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Damryangdiglmakmnmmkmmmmknnhmamnmﬂayﬂmynmmgihﬁ
tingkatan OPD atan besaran anggarsm yang dipertanggungjawabkan atau besaran
aset yang dikelola. Untuk kepentingan praktikabilitas, dasar yang digunakan adalah
indeks OPD. :

' Rumus Belanja : Penyesuai Tarif x {Tarif Dasar x indeks Kinerja Organisasi)

= Penyesuai Tarif x (Rp. 1.457.000 x Indeks Kinerja Organisasi)
Indeks kinerja epesifik organisasi dijabarkan dalam ketentuan yang menyertai
ketentuan ini atan ketentuan berikuinya yamg mencgaskan perubahan atas mdeks
kinerja sctiap orgamisas:.
Ketentuan Distribusi Pengalckaszian Belanja
Belanja didistribusikan denpgan ketentuan sebapai berikut:

Batas Rat " Batas
Katcgori Belanja Bawah %) Atas
(%) o)
Honorarium PNS, Non PNS, dan Lembur 29.41% 4,23% 79,05%
Belanja Bahan Pakai Habia, Bahan /
Material, dan Cetak dan Penggandaan 1424% | 37,73% | 61,23%
Belanja Makanan dan Minuman,
Tranportasi dan Perjalanan Dinas 0,51% 7.14% 13,78%
Sewa, Jasa Kantor, Narasumber 0,00% 0.90% 1,79%

ASB020 Penyusunan Laporan Eenangan Semesteran

I mim--

ASP ini adalah ASB uniuk menganalisis kebutuhan belanja dalam menghadirkan
laporan keuangan semesteran, Laporan ini adalah laporan perkembangan. Dengan
demikian laporan ini berbeda dengan laporan keuangan final. Dasar yang dipunakan
unmuk menentukan besaran angparan selayaknya mengikuti tingkaian OPD ataun
besaran anggaran yang dipertanggungjawabkan atau besaran aset yang dikelola
Untuk kepentingan praktikabilites, dasar yang digunakan adalah indeks OFPD,

Rumus Belanja ;: Penyesuai Taril x {Tarif Dasar x indeks Kinerja Organisasi)
= Perryesuai Tarif x (Rp. 1.000.000 x Indeks Kinerja Organisass)



Indeks kinerja spesifik organisasi dijabarkan dalam ketentuan yang me:t}jrcrtai
ketentuan ini atan ketentuan berikutnya yang menegaskan perubahan atas indeks
kincria set .

Ketentuan Distribusi Pengalokasian Belanja

Belanja didistribusikan dalam obyek belanja : Belanja Bahan Pakai Habis, Belanja
Cetak dan Penggandaan, Honorarium PNS, dan Belanja Makanan dan Minuman
dengan batasan yang behem ditentukaan. Jika diperjukan, belanja perjalanan dinas
bisa dianggarken di lnar ketentnan distribusi belanja di atas.

ASB021 Penyusunan Pelaporan Prognozis Realisusl Angguran
Definisi:

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja dalam menghadirkan
laporan prognosis realisasi enggaran. Laporan ini adalah laporan perkembangan.
Dengan  demikian laporan ini babeda dengan laporan kinerja hnal dan
yang digunakan untuk menentukan besaran anggaran selayaknya mengikut
tingkatan OPD atau besaran anggaran yang dipertanggungjawabkan atau besaran

aset yang dikelola. Untuk kepentingan praktikabilitas, dasar yang digunakan adalah
indeks GPD.

" Rumus Belanja : Penyesuai Tarif x {Tarif Dasar x indeks Kinerja Organisasi)
= Penyesuai Tarif x {Rp. 1.000.000 x Indeks Kinerja Organisasi)

Indeks kinerja spesifik organisasi dijabarkan dalam keiepluan yang menyertai
kinerja setiap organisasi.

Ketentuan Distribusi Pengalokasian Belanja

Belanja didistribusikan dalam obyek belanja: Belanja Bahan Pakai Habis, Belanja
Cetak dan Penggandaan, Honorarium PNS, dan Belanja Makanan dan Minuman
dengan batasan yang belum ditentukan. Jika diperlukan, belanja petjalanan dinas
bisa dianggarkan di luar ketentuan distribusi belanja di atas.

ASBEQ22 Peayusunan Pelaporan Keuangan Akhilr Tahon

Definisi; |

laporan inj telah menggambarkan keseluruhan kondisi dan situasi keuangan yang

dijalani oleh organisasi yang bersangkutan beserta pencepaiannya, Dasar yang

digunakan untuk menentukan besaran anggaran selayaknya mengikuti tingkatan
OPD atau besaran snggaran yamg dipertangpuongjawabkan atam besatan aset yang

dikelola. Untuk kepentingan prakiikabilitas, dasar yang digunakan adsalah mdeks
QPD.

Rumus Belanja : Penyesuai Tarif x {Tarif Dazar x indeks Kinerja Organisaci)

= Permyesuai Tarif x (Rp. 1.457.000 x Indeks Kmerja Organisasi)

Indeks kinerja spesifik organisasi dijabarkan dalam ketentnan yang menyertai
ketentuan ini atau ketentuan berilutnya yang menegaskan perubahan atas indeks
Lineria seti o o



Ketentuan Distribusi Pengalokasian Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut:

Batas Batas
Kategori Belanja Bawah lmm’l'“t“ Alas
(%) (%)
Uang Lembur 29 B0% 54.59% 79.38%
Belanja Bahan Pakai Habis dan Cetalk/
Penggandaan/Dokumentasi 15,58% 3948% | 63.37%
Belanja Makanan dan Minuman dan
Perjalanan Dinas 0,33% 5,75% 11,17%
'| Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/

Penceramah dan seieniznya 0,00% 0,19% 0,37%

ASEBE023 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
Definiasi:

atas rumah jabatarn.

Rurmmze Belanja ; Penyesuai Tarif x (Tarif Dasar x Indeks Pemeliharaan
Rutin/Berkala Rumah Jabatan)

= Penmycesuai Tarif x (Rp. 1.000.000 x Indeks Pemeliharaan Rutin/
Berkala Rumah Jabatam)

Ketentuan Distribuai Pengalokasian Belanja
Belanja didistribusikan dengan ketentuan schagai berikut:

Batas Batas
Kategori Belanja Bawah R“t{;?m . Atas
{*) : (%)
Belanja Bahan fMaterial 87.02% 93.28% j§ 100,00%
Belanja Jasa Kantor 0,00% 6,72% 12 98%

ASRB024 Pemelibhamuan Rutin/Berkaln Rumah Dinas
Definisi:

ASBH ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja melakukan pemeliharaan

atas ramah dinas.

Rumus Belanja : Penyesuai Tarf x [Tarif Dasar x Indeks Pemeliharaan x Nilai Aset
yang Dipelihara)

= Penyesuai Tarif x (Rp. 1.000.000 x Indeks Pemeliharazn Rutinf
berkala Rumah Dinas)

Ketentuan Distribusi Pengalokasian Belanja

Seluruh belanja didistribusikan dalam belanja pemelibarasn rutin/berkala rumah
dinas.



ASB025 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Definisi:

ASB ini adalah ASB untuk menganatisis kebutuhan belanja melalulco pemeliharaan
atas gedung kantor.

Rumus Belanja : Penyesuai Tarif x (Tarif Dasar x Indeks Pemeliharaan
Rutin/berkala Gedung Kantor)

= Penycsuai Tarif x (Rp. 1.000.000 x Indeks Pemeliharaan Rutm /
berkala Gedung Kantor)

Ketentuan Distribusi Pengalokzasian Belanja

Seluruh belanja didistribusikan dalam belanja pemdjhﬂraan rulinfberkala pedung
kantor, '

ASBEO26 Pemeliharaan Ruotin/Berkala Gednng/Aset Daerah Lainnya
Definizgi:

ASB i adalah ASB untuk mengsnalisis kebutihan belanja melakukan pemelibaraan
atas pedung atan aset daerah lainnya yang bukan merupakan gedung kantor.
Gedung ini mungkin merupakan fasilitas publik atae sasana ataw stadion yang tidak
berada di ingkangan kantor.

Rumus Belarja : Penyesuai Tarif x {Tarif Dasar x Indeks Pemeliharaan
Rutin/berkala Gedung/Aset Daerah Lainnyas)

= Penyesuai Tanl x (Rp. 1.000.000 Indeks Pemelibaraan Rutin/
herkala Gedung/Aset Dacrah Lainmnya)

Ketentuan Distribusi Pengalokasian Belanja _
Seluruh  belanja didistribusikan dalam belanja pemeliharaan rutin/berkala
pedung faset daerah lainmya.

ASBO27 Pemeliharaan Rotin/Berkala Mobil Jabatan
Definisi:

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja melaknkan pemeliharaam
atas kendwman yang dignnakan oleh pejabat.

Fumus Belanja : Penyesuai Tarif x (Tarif Dasar x Indeks Pemeliharaan
Rutin/berkala Kendaraan /Mobil Jabatan)

= Penyesuai Tarif x (Rp. 1.000.000 x Indcks Pemeliharaan Rutin f
berksala Kendaraan fMobil Jabatan)

Ketentuan Distribusl Pengalokasian Belanja

Seluruh belanja didistribusikan dalam belanja pemeliharaan rutmfberkala kendaraan
dinas foperasional

ASBO28 Pomeliharaan Rutin/Berknin Ecndarasn Dinas/Operasional

I ﬂniﬂil

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja melakukan pemeltharaan
aias kendaraan dinas/operasional.

-
-



Rumus Belanja ; Penyesuai Tarif x (Tarif Dasar x Indeks Pemeliharaan
Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Cperasional)
- = Penyesuai Tarif x (Rp- 1.000.000 x Indeks Pemeliharasn Rutin/
berkala Kendaraan Dinas/Operasional)

Ketentuan Distribusi Pengalokasian Belanja

Seluruh belanja didistribusikan dalam belanja pemeliharasn mtin/berkala kendaraan
dinas fopcrasianal.

ASB(029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

~ Definisi:

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebotuhan belanja melakukan pemeliharaan
atas meubeleur dari suatu organisasi termasuk yang berada dalam tanggungannya.

Rumus Belanja : Penyesuai Tarif x (Tarif Dasar x Indeks Pemcliharaan
Rutin/berkala Mebeleur) -

= Penyesuai Tarif x (Rp. 1.000.000 x Indeks Pemeliharaan Rutin/
berkala Meheleur

Ketentuan Distribusi Pengalokasian Belanja
Seharub belanja didistribusikan dalam belanja pemeliharaan rutin/berkala mebefewr.

ASRO30 Pemelibaraan Rutin/Berkals Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
Definisi:

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja melakukan pemeliharaan
atas perlengkapan rumeh jabatan /dinas.

Rumus Belanja : Penyesuai Tard x (Tariff Dasar x Indeks Pemneliharasn
Rutin/Berkala Perlenpkapan Rumah Jabatan fDinas)

= Penyesuai Tarif x (Rp. 1.000.000 x Indeks Pemecliharuan Rutin /
Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan fDinas)

Ketentuan Distribusi Pemgalokasian Belanja

Sehuruh belanja  didistribusikan  dalam  belanja  pemeliharaan  rutin/berkala

perlengkapan rumah jabatan fdinas.

ASBD31 Pemellharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatas fDinas

Definisi:

ASEH ini adalah ASB untuk menganalisia kebutuhan belanja melakukan pemeliharaan

atas peralatan rumah jabatan dinas.

Rumus Belanja : Penyesuai Tarf x (Tarif Dasar x Indeks Pemelibaraan
Rutin/berkala Rumah Jabatan fDinas)

= Penyesuai Tarif x (Rp. 1.000.000 x Indeks Pemeliharaan Rutin/
berkala Rumah Jabatan f Dinas)

Ketentuan Distribusi Pengalokasian Belamja
Seluruh belanja didistribusikan dalam belanja pemeliharasn rutin/berkala peralatan
rumah jabatan fdinas.

.}-r



ASB032 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Eantor
I hﬁnim‘-

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja melakukan pemeliharaan
stas peralatan gedung kantor.

Rumus Belanja : Penyesuai Tarif x (Tarifl Dasar x Indeks Pemeliharaan
Rutin /berkala Peralatan Gedung Kanilor)

w Penyesuai Tarif x (Rp. 1.000.000 x Indeks Pemeliharaan Rutin/
berkala Peralatan Gedung Kantor)

Ketentuen Distribusi Pengalokasian Belanja

Seturuh belanja didistribusikan dalam belanja pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor.

ASB033 Pemeclibaraan Rutin/Berkala Perlengimpan Gedung Kantor

Deﬁnim'.

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja melakukan pemeliharaan
atas perlengkapan gedung kantor.

Rumus Belanja : Penyesuai Tarif x {Tanif Dasar x Indeks Pemeliharasn
Rutin fberkala Perlengkapan Gedung Kantor)

= Penyesuai Tarif x (Rp. 1.000.000 x Indeks Pemeliharaan Rutin/
berkala Periengkapan Gedung Kantor)

Seluruh  belanja didistribusikan dalam belanja pemeliharaan rmatin/berkala
perlengkapan gedung kantor

ASBO34 Pemcliharaan Rutin/Berkala Jalxn
I 'EIinim-.l

ASB i adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja melalukan pemelibaraan
rutin/bexkala atas jalan.

Rumus Belanja : Penyesuai Tarnf x (Tarif Dasar x Indeke Pemeliharaan
Rutin/berkala Jalan}

= Penyesuai Tarif x (Rp. 1-000.000 x Indcks Pemcliharasn Rutinf
berkala Jalan}

Ketentuan Distribusi Pe.nga.lnkaawn Belanja
Ketentuan distribuei belanja mengikuti kaidah fnorma pemeliharaan ]a]a.n

ASB0O35 Pemellhasruan Rutin /Berkala Jembatan

Definisi:

ASE ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja melakulean pcmu:hhaman
rutin /berkala atas jembatan.

Rumus Belanja : Penyesuai Tarif x {Tarif Dasar x Indeks Pemelibaraan
= Penyesuai Tarif x (Rp. 1.000.000 x Indeks Pemeliharaan Ratin/
berkala Jembatan)
Ketentuan Distribusi Pengalokasian Belanja
Ketentuan distribusi belanja mengikuti kaidah fnorma pemeliharaan jembatan.

2{—



ASB036 Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangnnan Alr

Definisi:

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja melakukan pemeliharaan
rutin/berkala atas bangunan air,

Rumus Belanja : Penyesuai Tarif x (Tarilf Dasar x Indcks Pemeliharuan
Futin/berkala Bangunan Air)

= Penyesum Tarif x (Rp. 1.000.000 x Indeks Pemeliharaan Ruting/
berkala Bangunean Air}
Ketentuan Distribusi Pengalokasian Belanja

Ketemtuan distribusi belanja mengluti kaidah fnotma pemc!iharaan atas bangunan
air,

ASE037T Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi
ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja melakukan pemeliharaan
rutin /berkala atas instalasi.

Rumus Belanja : Penyesuai Tarif x (Tarif Dasar x Indeks Pemeliharasn
: Rutin fberkala [nstalasd)

= Penyesuai Tarf x {Rp. 1.000.000 x Indeks Pemeliharaan Rutin/
berkala Instalasi)

Ketentuan Distribusi Pengalokasian Belanja
Ketentuan distribusi belanja mengikuti kaidah fnorma pemeliharaan atas instalasi.

ASB03S Pemelihayaan Rutin/Berkala Jaringan Irigasi

Defrmvieg:

ASB ini adalah ASD untuk menganalisis kebutuhan belanja melakukan pemeliharaan

rutin/berkala atas jaringan irigasi.

Rumue Belanja : Penyesuwai Tarif x ([Tarif Dasar x Indeks Pemeliharaan
Rutin/bexkala Jarmpan Irigasi)
= Penyesnai Tarf x (Rp. 1.000.000 x Indeks Pemcliharaan Rutin /
berkala Jaringan Irigasi)

Ketentuan Distribusi Pengalokasian Belanja

Ketentuan distribusi belanja mengikuti kaidah/norma pemeliharaan atas jaringan

ABB039 Rehabilitaal Bedang/Berat Rumah Jubatan

I mim‘l

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis krbutuhan belarga melakukan rehabilitasi

sedang/berat atas rumah jabatan. Rehabilitasi ringan tidak dicakup disini dan

dikategorikan sebagai kegiatan pemeliharaan.

Rumus Belamja : Penyesuai Tarif x (Tarif Dasar x Indeks Rehabilitasi Sedang/Berat

" Rumah Jabhatan)

= Penyesuai Tarif x (Rp. 10.000.000 x Indeks Rehabilitasi Sedang/
Berat Rumah Jahatan)

;{"



ASB040 Rehabilitasl Sedang/Berat Rumah Dinas

I ﬁuiu‘l

sedang/berat atas rumah dinas, Rehabilitasi ringan tidak dicakup disini dan

dikategorikan scbagai kepgiatan pemeliharaan.

Rumus Belanja : Penyesuai Taril x (Tarif Dasar x Indeks Rehabilllam Sedang/Berat
Rumah Dinas)

= Penyesual Tarif x {Rp. IﬂﬂﬂDDDDMdeksRchahﬂltam Sedang/
Berat Rumah Dinas)

ASB041 Rehabilitas] Sedang/Berat Gedung Kantor
Definisi:
ASBE ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja melakukan rehabilitasi
sedang/berat atas gedung kantor. Rehabilitasi ringan tidak dicakup disini dan
Rumus Belanja : Penyesuai Tari x (Tarif Dasar X Indeks Rehabilitasi Sedang/Berat
Gedunpg Kantorj
= Penyesuai Tarif x (Rp. 10.000.000 x Indeks Rehabilitasi Sedang/
Berat Gedung Kantor)

ASB042 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung dan Aset Daerah Lainnya
Definisi

ASB md adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja melaknkan rehahilitasi
sedang/berat atas gedung atau aset daerah lainnya yang bukan merpakan gedung
kantor. Gedung ini mungkin merupakan fasilitas publik atan sasana atan stadion
j'angﬁdai!:bemdadilingkungankanlnr. Rehahilitasi ringan tidak dicakup disini dan
dikategoriban sehagai kegiatan pemeliharaan
Rumus Belanja : Penyesuai Tarif x {Tarif Dasar x Indeks Rehabilitasi Sedang/Berat
Gedung/Asct Daerah Lainnya)
= Penyesuai Tarf x (Rp. 10.000.000 x Indcks Rehabilitas: Sedang/
Berat Gedung/Asct Dacyah Lainrya)

ASB043 Rehabilitas] 8edang/Berat Mobil Jabatan

Definiai: |
ASBm:adaIahﬂSBuntuknmgana]mkemmhanhﬂmﬁamdnkuhnmhabﬂimﬁ
sedang/berat atas kendaraan yang digunakan oleh pejabat Rehabilitasi ringan tidak
dicalnp disini dan dikategorikan acbagai kegiatan pemeliharaan,

Rumus Belania : Penyesuai Tarif x (Tarif Dasar x Indeks Rehabilitasi Sedang/Berat
Kendaraan /Mobil Jabatan)

= Penyesuai Tarif x (Rp. 10.000.000 x Indeks Rehabilitasi Sedang/
Berat Kendaraan f Mobil Jabatan)

ASBO44 Rehabilitas] Sedang /Berat Kendaraan Dinas/Operasional
Definisi: -
sedang/berat atas kendaraan dinas/operasional Rehabilitasi ringan tidak dicakup
disini dan dikategorikan sebagai kegiatan pemeliharaan.
-4



Rumus Belanja : Penyesuai Tarif x (Tarif Dasar x Indeks Rehabilitas SedangfBerat
Kendaraan Dinas fOperasicnal)
= Penyesuai Tarif X (Rp. 10.000.000 x Indeks Rehabilitasi Sedang/
Berat Kendaraan Dinas/Operasional)

ASB045 Rehabilitasi Sedang/Berat Mebeleur

Defirisi: _

ASB ini adalah ASB untuk menganelisis kebutuhan belanja melakukan rehabilitasi
sedang/berat atas meubeleur dari suatu organisasi termasuk yang berada dalam
tanggungannya. Rehabilitasi ringan tidak dicakup disini dan dikategorikan sebagai
kegiatenm pemeliharaan.

Rumus Belanja : Penyesuai Tarif x (Tarif Dasar x Indeks Rehabilitasi Sedang /Berat
Mebeleur)

= Penyesuai Tarif x (Rp. 10.000.000 x lndeles Rehabilitass Sedang/
Berat Mebeleur}

ASB046 Rehabilitasi Sedang/Berat Perlengkapan rumah jabatan/dinas
I Eﬁ’iﬂ'i

ASanadaIahASBunmkmmmahmkcmmhmbc]anjamclaknknnmhahﬂﬁaﬁ
sedang/berat atas perlengkapan rumah jabatan/dinas. Rehabilitasi nngan tidak
dicakup disini dan dikategorikan sebagai kegiatan pemeliharaan.

Rumns Belanja : Penyesuai Tarif x {Tarif Dasar x Indekx Rehabilitasd Sodannge:mt
Perlenglaapan Rumah Jabatan fDinas)

= Penyesuai Tanf x {Rp. 10.000.000 x Indeks Indeks Rehabilitasi
Sedang/Berat Perlengkapan Rumah Jabatan f Dinas)

ASBO47 Rehabilitasi Sedang/Berat Peralatan Rumak Jabatas fdinas
Definiai;
ASE ini adalah ASB untuk menganalizis kebutuhan belanja melakukan rehabilivasi

sedang/berat sias peralatan rmmumah jabatan fdinas. Rehabilitasi ringan tidak dicakup
disini dan dikategorikan sebaga kegialan pemeliharaan.

Rumus Belanja : Penyesuai Tarif x (Tarf Dasar x Indeks Rchabilitasi Sedang/Berat
. : Rumah Jabatan/Dinas)

= Penyesuai Tarif x (Rp. 10.000.000 x Indeks Rehabilitasi Sedang/
Berat Rumah Jabatan fDimas)

ASB043 Rehabilitasi Sedang/Berat Peralatan Gedung Kantor
I hﬁm'sio

ASH i adalahASBunmkmmgmahmkcmmhmbdan;amﬂakukmmhalihm:I
sedang/beral atas peralatan gedung kantor. Rehabilitasi ringan tidak dicakup disini
dmdﬂamgmkanachagﬂlkﬂglatﬂnpemchharaan
RumusBclan_.]a : memmﬁmfxﬂ‘anfﬂasarxlndeksﬂﬂhahﬂﬂnmsdnngfﬂcmt
Peralatan Gedung Kantor)
= Penyesuai Tarif x (Rp. lﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂxmdtksRelmbﬂltamSedangf
Bcratl’i:mla:tanﬁcdungl(mtoﬂ



ASB049 Rshabilitasi SBedang /Berat Perlengkapan Gednng Kantor
Definisi;

ASB ini adalab ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja melakukan rehabilitasi
sedang/berat atas perlengkapan gedung kantor, Rehabilitasl ringan tidak dicakup

digsini dan dikategorikan sebagai kegiatan pemeliharaan.
Rumms Belania : Penyesuai Tarif x (Tarif Dasar x Indcks Rehabilitasi Sedang/Berat
Gedung Kantor)
= Penyesuai Tarif x {Rp. 10.000.000 x Indeks Rehabilitasi Sedang/
Berat Perlengkapan Gedung Kantor)

ASBO50 Rchabilitasi Sedanyg/Berat Jalan

" Definisi:

ASB ini adalsh ASB untuk menganglisis kebutuhan belanja melakukan rehabilitas

Rumus Belanja : Penyesuai Tarif x (Yarif Dasar x Indeks Rehabilitasi Sedang/Berat
Jalan}

= Penyesuai Tarif x (Rp. 10.000.000 x Indeks Rehabilitasi Sedang/
Berat Jalan)

ASEB0OS51 Rehahilitas{ Sedang/Berat Jembatan
ASEH ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja melalukan rehabilitasi
sedang/berat atas jembatan Rehabilitasi ringan tidak dicakup disini dan
dikategorikan sebagai kegiatan pemeliharaan.
Rumus Belanja : Penycsuai Taxif x [TartfﬂﬂaarllndeﬁaRchaHﬁtaaiScdanngcﬂ[t
Jembatan}
= Penyesuai Tarif x (Rp. 10.000.000 x Indeks Rehabilitasi Sedang/
Berat Jembatan)

ASB0532 Rehabilitss{ Sedang/Berat Banyunan Alr
Definisi:
ASBiuinda]ahﬂSBunmk.mmgana]isis kebutuhan belanja melaknkan rehabilitasi
dikategorikan sebagai kegiatan pemeliharaan.
Fumus Belanja : Penyesuai Tanf x (Tarif Dasar x Indeks Rehabilitasi Sedang/Berat
Bangunan Airj
= Penyesuai Tarif x (Rp- 10.000.000 x Indeks Rehabilitasi Sedang/
Berat Bangunan Air)

ASBOS3 Rehabilitasi Sedang/Berat Instalaal
Definisi: .
ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhen belanja melakuksn rehabilitasi
sedang/berat atas instalasi, Rehabilitasi ringan tidak dicekup disini dan
-
-



Rumus Belanja : Penyesuai Tarif x {Tarif Dasar x Indeks Rehabilitasi Sedang/Berat
Instala=a}

= Penyesua Tarif x (Rp. lﬂﬂﬂﬂﬂmxlndclmRnhahhtamScdﬂngj
Berat Instalasi)

ABBO54 Rehabilitasi Sedang/Berat Jaringan Irigas!

Dehnisi:
hSBmada]ahASBunmkmmganahmskbhuuLhmhdanjamclalmkanrehabﬂhasi
pedang/berat atas jaringan irigasi. Rehabilitasi ringan tidak d;cakup disini dan

diketegurikan sebagai kegiatan pemeliharaan,

Rumus Belanja : Penyesuai Tarif x (Tarif Dasar x Indcks Rehabilitas Sedang/Berat
Jaringzn Irigasi)

= Penyesuai Tarif x (Rp. 10.000.000 x Indeks Rehabilitasi Sedang/
Berat Jaringan lrigasi)
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Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Marusia

Badan Pendapatan Daerah

Dinas Kesehatan
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Kejuarga Berencana

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerzah
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Dinas Kegendudukan Dan Pencatatan Sipil
Dinas Ketahanan Pangan

Dinas Komunikasl dan Informatika

Dinas Koperas), Usaha Kecii Menengah, Perdagangan dan
" Perindustrian

Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Saty Pintu
Dinzs Perikanan

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Dinag Perhubungan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
inspekiorat

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Satuan Polisi Pamong Praja

Sekretariat Daerah

Sekretariat Dewan KCRPRI

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kecamatan Adiluwih '

Kecamatan Ambarawa

¥ecamatan Banyumas

kKecamatan Gading Rejo

Kecamatan Pagelaran

Kecamatan Pagelaran Utara

Kecamatan Pardasika

Kecamatan Pringsewu

Kecamatan Sukoharjo

Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Dinas Pertanian ' _
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigras|

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumaban Rakyat
Dinas Sosial

0,00
0,00
1,00

0,00
2,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



ASB002: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
(No. S0 U

1 Badan Kepegawsaizn dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ~ 16,7%

2 Badan Pendapatan Daerah 21,88
3 Dinas Kesehatan 18,66
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perindungan Anak,

4 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 10,00

5 Badan Pengelolaan Kevangan dan Aset Daerah 27,13

6 Badan Perencansan Pembangunan Daerah 13,78

7 Dinas Xepemudaan, Oiahraga dan Parlwisata 300

8 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 13,42

9 Dinas Ketahanan Pangan 2,75
10 Dinas Komuntkasi dan Informatika 25,00

Dinas Xoperasi, Usaha Kecil Menengzh, Perdagangan dan

11 Perindustrian 9,81
12 Dinas Lingkungan Kidup . 6,75
13 Dinas Penanaman Modal dan Pelayaran Terpadu Satu Plntu 13,75
14 Dinas Perikanan 575
15 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 12,50
16 Dinas Perhubungan 8,75
17 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ' 3,00
13 Inspekiorat 17,50
19 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 1,88
20 Satuan Polisi Pamong Praja 9,00
21 Sekretariat Daerah 200,46
22 Sekretariat Dewar KORPRI 0,00
23 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 52,50
24 Xecamatan Adiluwih 1,13
2% Kecamatan Ambarawa 1,00
26 Kecamatan Banyumas 1,50
27 Kecamatan Gading Rejo 1,50
28 Kecamatan Pagelaran 1,563
29 Ketamatan Pagelaran Utara 1,50
30 Kecamatan Pardasuka 3,00
31 Kecamatan Pringsewu 2,50
32 Kecamatan Sukoharjo 2,00
33 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 7,00
34 Dinas Pertanian 13,28
35 Dinas Pemberdayaan Mazyarakat dan Pekan 5,00
36 Dinas Tenaga Ketja dan Transmigrasi .00
37 Dinas Pekerjaan Umum dan Perymahan Rakyat 2,75

38 Dinas Sosial 283



ASB(03: Penyediaan iaéa peralatan dan perlengkapan kantor

indeks !
1 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 0,00
2 Badan Pendapatan Daerah 0,00
3 Dinas Kesehatan 0,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
4 Pengendalian Penduduk dan Xeluarga Berencana 0,00
5 Badan Pengelofaan Kewangan dan Aset Daerah 0,00
& Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Q.00
7 Dinas Kepemudaan, Clahraga dan Pariwisata . 0.00
8 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 0,00
9 Dinas Ketahanan Pangan 0,00
10 Dinas Xomunikasi dan iInformatika 0,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan
11 Perindustran 0,00
12 Dinas Lingkungan Hidup o.00
13 Dinas Penanaman Madal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu . 8,67
14 Dinas Perikanan 0,00
15 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 0,00
16 Dinas Perhubungan 0,00
17 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 0,00
18 Inspektarat ' "~ 0,00
19 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 0,00
20 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00
1 Sekretariat Daerah 262,33
22 Sekretariat Dewan KORPRI 0,00
23 Sekretariat Dewan Perwakilzar Rakyat Daerah - 45,95
24 ¥ecamatan Adiluwih 0,53
25 Kecamatan Ambarawa 733
26 Kecamatan Banyumas b33
27 Kecamatan Gading Rejo 1,00
28 Kecamatan Pagelaran 5,50
29 Kecamatan Pagelaran Utara 12,40
30 Kecamatan Pardasuka 0,00
31 Kecamatan Pringsewu 12,17
32 Kecamatan Sukoharjo 6,17
33 Badan Penanggulangan Bencana Daerah c,00
34 Dinas Pertantan : 0,00
35 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon - 0,00
36 Dinas Tenaga Xerja dan Transmigrasi g,80
37 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 0,00

38 Dinas Sosial . 7,20



ASB004: Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS

1 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 2aya Manusia 0,00

2 Badan Pendapatan Daerah 0,00
3 Dinas Kesehatan 0,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perfindungan Anak,

4 Pengendallan Penduduk dan Keluarga Berencana 0,00
* & Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 0,00

& Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00

7 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 0,00

8 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 0,00

4 Dinas Ketahanan Pangan 0,00
10 Dinas Komunikasi dan Informatika .00

Dinas Koperasi, ifsaha Kecil Menengzh, Perdagangan dan

11 Perindustrian _ - 0,00
12 Dinas Ungkungan Hidup 0,00
13 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 5atu Pintu 0,00
14 Dinas Perikanan 0,00
15 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 0,00
16 Dinas Perhubungan - : 0,00
17 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 0,00
18 inspaktorat 0,00
19 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 0,00
20 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00
21 Sekretariat Daerah 2,00
22 Sekretariat Dewar XORPRI 0,00
23 Sekretariat Dewsan Perwakilan Rakyat Daerah - 0,00
24  Kecamatan Adiluwih 4,00
25 Kecamatan Ambarawa 0,00
26 Kecamatan Banyumas 0,00
2T Kecamatan Gading Rejo 0,00
28 Kecamatan Pagelaran 0,00
29 Kecamatan Pagelaran Utara 0,00
30 Kecamatan Pardasuka 0,00
31 Kecamatan Pringsewu 0,00
32 Kecamatan Sukoharjo 0,00
33 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0,00
34 Dinas Pertanian _ 0,00
35 Dinas Pemberdayazn Masyarakat dan Pekon 0,0G
36 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 0,00
37 Dinas Pekerjaan Urum dan Perumahan Rakyat 0,00

38 Dinas Sosial 0,00



ASBO05: Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

(Mo skeD R

1 Badan Kepegawalan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 0,00

2 Badan Pendapatan Daerah 0,00
3 Dinas Xesehatan ' 0,00
Dinas Pemberdayaan Perempuzn, Perlindungan Anak,

4 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 0,00

& Badan Pengelolaan Keuvangan dan Aset Dzerah ' 0,00

& Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00

7 Dinas Kepemudaan, Qlahraga dan Pariwisata 0,00

8 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 0,00

9 Dinas Ketahanan Pangan 0,00
10 Dinas Komunikasi dan informatika 0,00

Dinas Koperasl, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan

11 Perindustrlan .00
12 Dinas Lingkungan Hidup 0,00
11 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 0,00
14 Dinas Perikanan 0,00
15 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan ' 0,00
16 Dinas Perhubungan 0,00
17 Dinas Parpustakaan dan Kearslpan 0,00
1B Inspektorat 0,00
19 Kantor kesatuan Bangsa dan Politik 0,00
20 Satuan Polisl Pamong Praja . 000
21 Sekretariat Daerah 0,00
42 Sekretariat Dewan KORPRI 0,00
23 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 0,00
24  Kecamatan Adiluwih _ 0,03
25 Kecamatan Ambarawa 0,00
46 Keamatan Banyumas 0,00
27 Kecamatan Gading Rejo 0,00
28 Kecamatan Pagelaran _ Q00
29 Kecamatan Pagelaran Utara 0,00
30 Kecamatan Pardasuka _ 0,00
31 Kecamatan Ptingsewu 0,00
32 Kecamatan Sukoharjo 0,00
33 PBadan Penanggulangan Bencana Daerah 0,00
34 Dinas Pertanian ' 8,00
35 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon 0,00
36 Dinas Tenzga Kerja dan Transmigrasl C.00
37 Dinas PekerJaan Umum dan Perumahan Rakyat 0,00

3B Dinas Sosial 0,00



ASB006; Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional

1 Badan Kepegawsaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2,00

.2 Badan Pendapatan Daerah 8,00
-3 Dinas Kesehatan 0,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perindungan Anak,
4 Pengendalian Penduduk dan Keluargs Berencana 0,00
5 Badan Pengetolaan Keuangan dan Aset Daerah 0,00
6 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00
7 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 0,00
8 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipi 0,00
9 Dinas Ketahanan Pangan 0,00
10 Dinas Komunikasi dan Informatika . 0,00
. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan
11 Perindustrian 0,00
12 Dinas Lingkungan Hidup q,00
13 Dinas Penanaman Modal dan Pel2yanan Terpadu Satu Pintu 0,00
14 Dinas Perikanan _ 0,00
15 Dinas Pendidikan Dan Xebudayaan 0,00
15 Dinas Parhubungan Q,00
17 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 0,00
13 Inspektorat 0,00
19 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 0,00
20 Satuan Polisl Pamoang Praja 0,00
21 Sekretariat Daerah 0,00
22 Sekretarlat Dewan KORPRI 0,00
23 Sekretarlat Dewan Perwakilan Rakyat Daerab 0,00
24 Kecamatan Adiluwib 0,00 -
25 Kecamatan Ambarawa 0,00
26 Kecamatan Banyumas 0,00
27 Kecamatan Gading Rejo 0,00
28 Kecamatan Pagelaran . 0,00
29  Kecamatan Pageifaran Utara 0,00
30 Kecamatan Pardasuka 0,00
31 Kecamatan Pringsewu 0,00
32 Kecamatan Sukoharjo 0,00
33 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0,00
34 Dinas Pertanian 0,00
35 Dinas Pemberdzyaan Masyarakat dan Pekon 0,00
36 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 0,00
27 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumsahan Rakyat 0,00

38 Dinas Sosiat 0,00



ASB007: Penyediaan Jasa Administrasi Kenangan

Badan Kepepawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

1
2

w
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10

11
i2
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35
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Badan Pendapatan Daerah

Dinas Kesehatan
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perfindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Kefuarga Berencana

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerzh
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Dinas Kepemudaan, Olzhraga dan Pariwisata
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Dinas Ketahanan Pangan

Dinas Kemunikasi dan informatika

Dinas Kaperasl, Usaha Kecil Menengah, Perdzgangan dan
Pertndustrian '

Olnas Lingkungan Hidup

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Dinas Perikanan

Dirnas Pendidikan Dan Kebudayaan

Dinas Perbubungan

Dirias Perpustakaan dan Kearsipan
Inspekterat

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Satuan Polisi Pamong Praja

Sekretariat Daerah

Sekretariat Dewan KORPRI

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kecamatan Adiluwih

Kecamatan Ambarawa

Kecamatan Banyumas

Kecamatan Gading Rejo

Kecamatan Pagelaran

Kecamatan Pagelaran Utara

Kecamatan Pardasuka

Kecamatan Pringsewti

Kecamatan Sukoharjo

Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Dinas Pertanian

Dinas Pemberdayazn Masyarakat dan Pekon
Diras Tenaga Kerja dan Transmigrasl

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Dinas Sosial '

Sy By

Indeks ;
2,14
3,01
484

2,81
59,08
3,69
2,35
2,16
413
2,16

3,07
2,34
2,25
1,80
5,23
2,12
1,46
2,43
122
1,90

12,89
1,11
4,25
1,09
1,06
1,05
1,06 -
1,00
1,12
1,04
1,24
1,00
1,73
3,19
1,64
1,58

16,57
1,61



ASB008: Penyediaan Jasa Kebersikhan Kantor

Foske0 It

1 ' Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 7,55

2 Badan Pendapatan Daerah 7,55
3 Dinas Kesehatan 7,55
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pedindungan Anak,

4 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana . 551

5 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 1515

& Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1,62

7 Dinas Kepemudaan, Dlahraga dan Pariwisata 3,77

8 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipi 9,34

g Dinas Ketahanan Pangan 2,26
10 Dinas Kormunikast dan Informatika ' 241

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan

11 Perindustrian 7,00
1Z Dinas Lingkungan Hidup E W
13 Dipas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2,67
14 Dinas Perlkanan : 377
15 Dinas Pendidikan Dan Xebudayaan 2,26
16 Dinas Perhubungan 3,77
17 Dinas Perpustakaan dan Xearsipan 2,46
18 Inspektorat 6,34
19 Kantor Kesatuzn Bangsa dan Politik 151
20 Satuan Polisi Pamong Praja 2,97
21 Sekretariat Daerah 46,52
22 Sekretariat Dewan KORFRI 1,00
23 Sekretariat Dewan Perwakilar Rakyat Daerah - 219,33
24 Kecamatan Adituwih 9,21
25 Kecamatan Ambarawa 7,23
286 Kecamatan Banyumas 7,69
27 kecamatan Gading Rejo ' 2,88
28 Kecamatan Pagelaran 3,82
29 Kecamatan Pagelaran Utara 746
30 Kecamatan Pardasuka 3,29
31 Kegamatan Pringsewu 24,91
32 Kecamsatan Sukohar|o 234
33 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 6,04
34 Dinas Pertanian 3,77
35 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon 3,77
36 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasl 3,64
37 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 4,70

38 Dinas Sosial 3,02



ASB009: Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

5 E e e
T ks

1 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 0,00

2 Badan Pendapatan Daerah 0,00
3 Dinas Kesehatan 2,22
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
4 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bevencana 152
% Badan Pengelolaan Kevangan dan Aset Daerah 0.00
& Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2,89
7 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata _ 1,88
8 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 4,44
9 Dinas Ketahanan Pangan 2,50
10 Dinas Xomunlkasi dan Informatika 0,00
Dinas Xoperasi, Usaha Xecil Menengah, Perdagangan dan
11 Perindustrian ' .00
12 Dinas Lingkungan Hidup g,00
13 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8,00
14 Dinas Perikanan 1,11
15 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 2.22
16 Dinas Perhubungan 318
.. 17 Blinas Perpustakaan dan Kearsipan ~ 0,00
18 inspektorat ' 5,33
19 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Q,00
20 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00
21 Sekretariat Daerah 15,44
22 Sekretarizt Dewan KORPRI 0,00
23 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 20,69
24 Kecamatan Adiluwih s 1,33
25 Kecamatan Ambarawa 1,00
26 Kecamatan Banyumas - 0,00
27 Kecamatan Gading Refo G,00
28 Kecamatzn Pagelaran 1,28
29  Kecamatan Pagelaran Uara 1,84
30 Kecamatan Pardasuka 1,82
31 Kecamatan Pringsewu 0,00
32 Kecamatan Sukoharjo 0,00
. 33 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0,00
34 Dinas Pertanian - 1,11
35 Dlnas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon 2,80
36 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 0,00
37 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rekyat 5,60

38 Dipas Sosial 0,00



ASB010: Penyediaan Alat Tulis Kantor

[T ]

O 00w g N o

10

11

Badan Kepegawalan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 6,02

Badan Pendapatan Daerah _ 13,52
Dinas Kesehatan E52
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, '
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 3,61
Badan Pengelolaan Kevangan dan Aset Daerah 15,85
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 9,53
Dinas Kepemudaan, Ofahraga dan Pariwisata 4,79
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 5,96
Dinas Ketahanan Pangan ' 3,17
Dinas Komunikasi dan Informatika 4,48
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan

Perlndustrizn 5,59
Dlnas Lingkungan Hldup 8,19
DInas Penanaman Madal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 4,76
Dinas Perikanan 3,58
Dinas Pendidikan Dan Kehudayaan 6,74
Dinas Perhubungan : 3,68
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ' 356
inspektorat 13,15
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 1,00
Satuan Polisi Pamopng Praja 2,10
Sekretariat Daerah 3L21
Sekretariat Dewan KORPRI 317
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah S 1364
Kecamatan Adiluwih 2,55
Kecamatan Ambarawa ' 2,55
Kecamatan Banyumas 2,80
Kecamatan Gading Rejo 3,11
Kecamatan Pagetaran : 3,65
Kecamatan Pagelaran Utara 4,74
Kecamatan Pardasuka 2,08
Kecamatan Pringsewu 518
Kecamatan Sukobarjo 3,81
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3,45
Dinas Pertanian 9,98
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon 4,93
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 3,69
Dinas Pekerjaan Umum dan Perurnahan Rskyat 9,67

Dinas Sosial 6,49

10



ASB011: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

W

o oo w1 O U g

10

11
12
13
14
15
16
17
- 38
19
20
21
22
23
24
23
26
27
28
29
30
3l
32
33
4
a5
36
37
a8

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Badan Pendapatan Daerah
Dinas Kesehatan

Dinas Pembardayaan Perémpuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Dinas Kepernudaan, Olahraga dan Parlwisata
Dinas Kependuduksnr Dan Pencatatan Sipit
Dinas Ketahanan Pangan

Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Koperasi, Usaha Xecil Menengah, Perdagangan dan

Perindustrian
Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Perikanan

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Dinas Perhubungan

Dinas Perpustakaan dar: Kearsipan
inspektorat '

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Satuan Polisi Pamong Praja

Sekretariat Daerah

Sekretariat Dewan KORPR!

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kecamatan Adiluwib o
Kecamatan Ambarawa

Kecamatan Banyumas

Kecamatan Gading Rejo

Kecamatan Pagetaran _

Kecamatan Pagelaran Utara

Kecamatan Pardasuka

Kecamatan Pringsewu

Kecamatan Sukobarjo

Badan Penanggulangan Bencanz Daerah
Dinzs Pertanian '

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
DHinas Sosizal

O

indeks’
2.00
1191
17,00

9,00
7.20
9,03
3,81
9,17
2,25
2,18

14,99
8,96
11,05
2,65
4,89
9,07
2,49
11,26
1,00
0,00
102,53
1,92
112,49
3,39
4,96
77
2,16
2,16
3,20
2,66
8,13
2,08
3,57
0,00
5,29
3,90
1,36
2,86

11



12

ASB012: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor

(No. sk IO

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusiz

1

W

B o s ch N

10

Badan Pendapatan Daerzh
Dinas Kesehatan

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Penrgendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Badan Perencangan Pembangunan Daerah
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Dinas Ketahanan Pangan

Dinas Komunikasl dan Informatika

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan

Perindustrian
Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Saty Pintu

Dinas Perikanan

Dinas Pendidikan Dan Kehudayaan

Dinas Perhubungan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Inspektorat :

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Satuan Polisi Pamong Praja

Sekretariat Daerah

Sekretariat Dewan KORPRI

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kecamatan Adiluwih

Kecamatan Ambarawa

Kecamatan Banyumas

Kecamatan Gading Reje -

Kecamatan Pagelaran

Kecamatan Pagelaran Utara

¥ecamatan Pardasuka

Kecamatan Pringsewis

Kecarmatan Sukgharjo .

Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Dinas Pertanian :
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigras

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Dir:as Sosial

- 1,00

B,81
6,81

768,41

4,93
6,82
51%
4,18
3.62
2,04
5,94

2,52
3,40
6,35
0,00
3,40
3,34

4,77
1,36
2,04

61,76
0,00

43,80
4,54
5,75
3,37
4,65
2,54
5,03
2.34

22,81
3,04
4,43

22,16
3,40
2,59
2,25
2,04



ASB013: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
(No. sk0 _ _____KI

1 Badan Kepegawalan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 0,00

2 Badan Pendapatan Daerah 0,00
Dinas Kesehatan 0,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perfindungan Anak,

4 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 0,00

5 Badan Pengeiolaan Keuangan dan Aset Daerah 0,00

6 Badan Perencanaan Pembangunan Daerzh 0,00

7 Dinas Kepemudaan, Clahraga dan Parlwisata 0,00

8 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 0,00

9 Dinas Ketahanan Pangan 000

10 Dinas Komunikast dan Informatika 0,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan
11 Perindustrian _ . 0,00
12 Dinas Lingkungan Hidup 0,00
13 Dinas Penanaman Madal dan Pelayanan Terpada Saty Pintu 0,00
14 Dinas Perikanan 0,00
15 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan a,00
16 _Dinas Perhubungan - 0,00
17 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 0,00
18 Inspekiorat o G,00
19 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 0,00
20 Satyan Polisl Pamong Praja 0,00
21 Sekretariat Daerah T.92
22  Sekretariat Dewan KORPRI 0,00
23 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 0,00
24  Kecamatan Adlluwih : 0.00
25 Kecamatan Ambarawa ' 0,00
26 Kemamatan Banyumas 0,00
27 Kecamatan Gading Rejo 0,00
28 Kecamatayn Pagelaran 0,00
2% Kecamatan Pagelaran Utara 0,00
30 Kecamatan Pardasuka 7,40
31 Kecamatan Pringsewu 0,00
32 Kecamatan Sukoharjo 141
33 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0,00
34 Dinas Pertanian 0,04
35 Dinas Pemberdayaan Masyarakat tdan Pekon 0,00
36 Dinas Tenaga Ketja dan Transmigrasi 0,00
37 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 34,66

38 Dinas Sosia 1,00



ASB014: Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

_ ndeks’;

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 0,00

2 Eadan Pendapatan Daerah : 0,00
3 Dinas Kesehatan 0,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Petlindungan Anak, '

4 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Q.00
5 Badan Penpelalaan Keuangan dan Aset Daerah 0,00
& Badon Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00
7 BDinas Kepemudaan, Olakraga dan Parlwisata 0,00
£ Dimas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 0,00

. 8 Dinas Ketahanan Pangan 0,00
1) Dinas Komunikast dan Informatika 0,00

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan '

11 Perindustrian 0,00
12 Dinas Lingkungan Hidup 0,00
13 Dinas Penanaman Modzl dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 0,00
14 Dinas Perikanan 0,00
15 Dinas Pendidikan Dan Kehudayaan 0,00
16 Dinas Perhubungan _ 0,00
17 Dinas Perpustakaan dan Xearsipan 0,00
18 Inspektorat Q,00
19 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik ' 0,00
20 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00
21 Sekretariat Daerah 0,00
22 Sekretarizt Dewan KQRPRI 0,00
23 5Sekretarizt Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1,00
24 Kecamatan Adiluwinh ' 0,00
25 Kecamatan Ambarawa 0,00
26 Kecamatan Banyumas 0,00
27 Kecamatan Gading Rejo 0,00
28 Kecamatan Pagelaran 0,00
29 Kegamatan Pagelaran Utara 0,00
30 Kecamatan Pardasuka 0,06
31 Kecamatan Pringsewy 0,00
32 Kecamatan Sukoharjo 0,00
33 Badan Penanggulangar Bencana Daerah 0,00
34 Dinas Pertanian 0,00
35 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon 0,00
36 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 0,00
37 Dinas PekerJaan Umum dan Perumahan Rakyat 0,00

33 Dinas Sosial : 0,00
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ASB015: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumher Da',ra Manusia

I
2

("]

W00 s O N e

10

11
12
i3
14
15
16
Iy

18 -

19
20
4
22
23
24

26
27
28
23
30
31
32

33

35
a6

37

38

Badan Pendapatan Daerah
Dinas Kesehatan

Dinas Pemberdayaan Peremnpuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Badan Pengelolzan Keuangan dan Aset Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Dinas Xependudukan Dan Pencatatan Sipil
Dinas Ketzshanan Pangan

Dinas Kemunikasi dan Informatika

Dinas Koperasi, Usaha Ketil Menengah, Perdagangan dan

Perindustrian
Dnas Lingkungan Hidup

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpa-:lu Satu Pintu

Dinas Perikanan

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Dinas Perhubungan

Dinas Perpustakaan dan Kearsigan
Inspektorat

Kantor Kesatuzn Bangsa dan Politik
Satiean Polisi Parmong Praja
Sekretariat Daerah

Sekretariat Dewan KQRPRI
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
¥ecamatan Adituwih

_ Kecamatan Ambarawa

Kecamatan Banyurnas

Kecamatan Gading Rejo

Kecamatan Pagelaran

Kecamatan Pagelaran Utara

Kecamatan Pardasuka

Kecamatan Pringsewu

Kecamatan Sukoharje _
Bardan Penangeulangan Bencana Daerah
Dinas Pertanian

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasl

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Dinas Sosial

4,55
5,50
5,53
5,56
0,00
3,60
176,60
1,07

1,49
1,60
2,13
1,60
1,60
3,33
2,13
5,55
6,67
5,56
5,33
5,53
5,55



ASBO16: Penyediaan Bahan Logistik Kantor

WM

W o -3

10

11
12
i3
14
15
16
17
18
19
20
21
2
23
24
25
6
27
28
25
a0
1
32
33
34
a5
36
a7
38

. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Badan Pendapatan Daerah

Dinas Kesehatan

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perfindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Badan Perencanzan Pembangunan Daerah
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Dinas Ketzhanan Pangan

Dinas Komunikash dan Informatika

Dinas Koperasi, Usaha Keci! Menangah, Perdagangan dan
Perindustrian

Dinas Lingkungan Hidub _
Dinas Penanaman Maodal dan Pelayanan Terpadu 5atu Pintu
Dinas Perikanan

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Cinas Perhubungan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Inspektarat '

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Satuan Polisi Pamong Praja

Sekretariat Daerah

Sekretartat Dewan KORPRI

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kecamaran Adlluwih

Kecmatan Ambarawa

Kecamatan Banyumas

¥ecamatan Gading Rejo

Kecamatan Pagelaran

Ke¢amatan Pagelaran Utara

¥ecamatan Pardasuka

Kecamatan Pringsewu

Kecamatan Sukoharjo

Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Dinas Pertanian .
Dinas Pemberdayaan Masyarskat dan Pekon
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasl

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Dinas Sosial

indeics’

0,00
0,00
0,0

0,00
0,00
0,00
¢,00
0,00
0,00
0,00

¢,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
¢,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

14



ASB017: Penyediaan Makanan dan Minuman

_hde"’

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 851

2 Badan Pendapatan Daerah 19,44
3 Dinas Kesehatan 17,42
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

4 Pengendallian Penduduk dan Keluarga Berencana . 63,38

5 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daersh 27,78

& Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 845
7 Dinas Kepemudaan, Dlabhraga dan Pariwisata 3,29
8 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 3,33

9 Dinas Ketzhanan Pangan 1,73
10 Binas Komunikast dan Informatika 7,37

Cinas Koperasi, Usaha Kecil Menengsh, Perdagangan dan

11 Perindustrian : 5,27
12 Dinas Lingkungan Ridup 5,78
13 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 0,00
14 Dinas Perikanan 5,505
15 Dinas Pendidikan Dan Kehudayaan _ 11,20
16 Dinas Perhubungan . - 5,90
17 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan : 1,00
18 Inspektorat 13,33
19 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 2,78
20 Satuan Polist Pamong Praja 989
21 Sekretariat Daerah 401,11
22 Sekretariat Dewan KORPRI 2,96
23 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah - 144,17
24 ¥ecamatan Adiluwih 13,78
25 Xecamatan Ambarawa 19,44
26 Xecamatan Banyumas 17,16
27 Kecamatan Gading Rejo B35
28 Kecamatan Pagelaran 19,44
29 Kecamatan Pagelaran Utara 12,36
30 Kecamatan Pardasuka . 14,67
31 Kecamatan Pringsewu 20,00
32 Kecamatan Sukoharjo 19,21
33 Badan Penanggulangan Bencana Daarah 0,00
34 Dinas Pertanian ' 533
35 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon 18,76
36 Dinas Tenaga Kerfa dan Transmigrasi 6,88
37 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat G,00

38 Dinas Sosial 0,00



ASB018: Rapat-rapat Kordinasl dan Kensultasi ke Luar Daerah

_ Indoks

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 70,48

1 Badan Pendapatan Daerah 13,25
3 Dinas Kesehatan 22,89
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
4 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 22,66
5 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 10,33
6 Badan Perencanaan Pembangunan Daerxh 50,73
7 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 1,69
B Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 10,99
9 Dinas Ketahanan Pangan ' 10,48
10 Dinas Komunikasl dan Informatika 26,89
Dinas Koperasi, Uisaha Xecil Menengah, Perdagangan dan

11 Perindustrian 17,58
12 Dinas tingkungan Hidup . 13,18
13 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 25,28
14 Dinas Perikanan 5,09
15 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 000
16 Diras Perhubungan 10,14
17 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan _ 41
18 inspektorat 26,23
1% Kantor Kesatuan Bangsa dan Palitik 580
20 Satuan Pofisi Pamong Praja 3,55
2% Sekretariat Daerah B0, 28
#2  Sekretariat Dewan KQRPRf 3,27
23 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 13,62
24 Kecamatan Adiluwih 2,05
25 Kecamatan Ambarawa : 2,03
26  ¥ecamnzatan Banyumas 2,64
47 Kecamatan Gading Rejo 3,77
28 Kecamatan Pagelaran 4,45
2% Kecamatan Pagelaran Utara 1,92
30 Kecamatan Pardasuka 2,94
31 Kecamatan Pringsewu 1,00
32 RKecamatan Sukohar]o 3,54
33 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 11,07
34 Dinas Pertanian _ 4,85
35 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon 31,55
36 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 442
37 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 22,85

38 Dinas Sosial 23,18



ASB019: Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

WL -
y
_Jndﬂh

1 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 11,14

2 Badan Pendapatan Dagrah 121
3 Dinas Keschatan 23,18
Dinas Pembardayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

4 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 6,86

5 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 24,43

& SBadan Perencanaan Pembangunan Daerah B33

7 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata B0t

2 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 4,44

% Dinas Ketahanan Pangan 2,44
10 Dinas Komunikast dan Informatika 6,06

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan

11 Perindustrian 10,03
12 Dinas Lingkungan Hidup 6,50
12 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 6,86
i4 Dinas Pertkznan 579
15 Dinas Pendidikan Dan Xebudayaan 16,03
16 Dinas Perhubungan 5,93
17 Dinas Perpustakaan dan Xearsipan 1,73
I8 Inspektorat 16,30
19 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 10,30
20 Satuan Polisl Pamong Praja 10,21
21 Sekretariat Daerah 40,53
22  Sekretariat Dewan KORPRE 9,27
23 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 10,30
24  Kecamatan Adituwih p3%:3
25 Kecamatan Ambarawa 1,00
26  Kecarnatan Banyumas 6,62
27 Kecamatan Gading Rejo 0,00
28 Kecamatan Pagelaran 3,28
29 Kecamatan Pagelaran Ulara 481
30 Kecamatan Pardasuka 7,63
31 Kecamatan Pringsewu 0,00
32 Kecamatan Sukoharjo 0,00
33 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3,43
34 Dinas Pertanian 131,56
35 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon 6,86
36 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 4,8%
37 Dinas Pekeraan Umum dan Perumahan Rakyat 3,99
3& DCinas Sosfal 321

38 Dinas Sosial 0,00



ASB020: Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

N s

1

L

AD DO ) T Y e

10

11
12
13
14
15
16
17
18
13
20
21
22
23
24
- 25
25
27
28
29
30
n
32
33
34
35
36
37
38

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Badan Pendapatan Daerah

Dinas Kesehatan

Dinas Perberdayazan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Dinas Ketahanan Pangan

Dinas Xomunikasi dan Informatika

Dinas Kogerasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan
Perindustrian

Dinas Lingkungan Fidup

Dinas Penanaman Madal dzn Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Dinas Perikanan

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Dinas Perhubungan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Inspektorat

Kantor Kesatuan Bangsa dan Poiitik

Satuan Polisi Pamong Praja

Sekretariat Daerah

Sekretariat Dewan KGRPRI

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah . -
Ketamatan Adiluwih o
Kecamatan Ambarawa

Ketamatan Banyurnas

Ketamatan Gading Rejo

Kecamatan Pagelaran

Kecarmatan Pagelaran Utara

Keczmatan Pardasuka

Kecamatan Pringsewu

Kecamatan Sukpharjp

Badan Penanggulangan Bancana Daerah

Dinas Pertanian

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekan
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Pekerfaan Umum dan Perurmahan Rakyat
Dinas Sosial

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
009

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

20



ASB021: Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

A L cwney

nideks’

1 S8adan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 0,00

2 Badan Pendapatan Daerah 0,00

3 Dinas Kesehatan 0,00

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pedindungan Anak,

4 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 0,00

5 Badan Pengelolaan Keyangan dan Aset Daerah 0,00

& Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00

7 Dinas Kepemudaan, Qlahraga dan Pariwisata 0,00

8 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 0,60

8 Dinas Ketahanan Pangan 0,00
10 Dinas Komunikasi dan informatika 0,00

Dinas Koperasi, Usaha Kecl Menengah, Perdagangan dan

11 Perindustrian 0,00
12 Dinas Lingkungan Hidup 0,00
13 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu .00
14 Dinas Pertkanan 0,00
15 Dtnas Pendidikan Dan Kebudayaan 0,00
16 Dinas Perhubungan : 0,00
17 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 0,00
18 Inspektorat 0,00
19 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik _ 0,00
20 Satuan Polisi Pamong Praja _ 0,00
21 Sekretariat Daerah ' 0,00
22 Sekretariat Dewan KORPR! 0,00
43 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah D00
24 Necamztan Adiluwih ' oo L _ 0,00
25 ~ Ketamatan Ambarawa ' o . : D00
26 Kecamatan Banyumas ' 0,00
27 Ketamatan Gading Rejo 0,00
28 Kecamatan Pagelaran _ 0,00
2%  Hecamatan Pagelaran Utara 0,00
30 Kecamatan Pardasuka 0,00
31 Keczmatan Pringsewu 0,00
32 Kecamatan Sukaharjo 0,00
33 Badan Penanggulangan Bencana Deerah 0,00
34 Dinas Pertantan 0,00
35 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon 0,00
36 Dinas Tenaga Kerfa dan Transmigrasi D,00
37 Dinas Pekerjaan mum dan Perumahan Rakyat 0,00

38 Dinas Sosial 0,00



ASB022: Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

indeks |

1 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 3,43

2 Badan Pendapatan Daerah : - 112

3 Dinas Kesshatan . 33,320

Dinas Pemberdayaan Perempuzan, Perlindungan Anak,

4 Pengendallan Pendutuk dan Keluarga Berencana 3,43

5 Badan Pengelolaan Kevangan dan Aset Daerak 12,11

& Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00

7 Dinas Kepermudaan, Olahraga dan Pariwisata 333

& Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 2,46

9 Dinas Ketahanan Pangan 1,51
10 Dinas Komunikasi dan informatika 2,95

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan

11 Perindustrian 419
12 Dinas Lingkungan Hidup 458
13 Binas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 343
12 Dinas Perikanan . 2,75
15 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 6,86
16 Dinas Perhubungan 3,43
17 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 3,24
18 Inspektorat 1.22
19 Kantar kesatuan Bangsa dan Pelitik 343
20 Satuan Polisl Pamong Praja _ 4,13
21 Sekretariat Daarah 22,77
22 Sekretariat Dewan KORPRI ' 10,64
23 Sekretariat Dewan Perwakilzn Rzkyat Dasrah _ 21,11
24 Kecamatan Adlluwlh : S o 1,30
25 Ketamatan Ambarawa T ' 1,00
26  Kectamatan Banyumas 0,00
27 Ketamatan Gading Rejo 0,00
28 Kecamatan Pagelaran 0,00
2% Kecamatan Pagelaran Utara ' 2,71
30 Kecamatan Pardasuka 0,00
31 Kecamatan Pringsewu 0,00
32 Kecamatan Sukohatjo 548
33 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 343
34 Dinas Pertanian 3,43
35 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon 3,43
316 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 0,00
37 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2,56

38 Dinas Sosial 513
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